
 

 

 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT    

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  33/PRT/M/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM                

NOMOR 15/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN 

PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN MELALUI  

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT              

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan 

yang merupakan kewenangan Pemerintah yang 
dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan perlu disesuaikan dengan adanya 
perubahan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum 

Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan 
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5188); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5615); 

JDIH Kementerian PUPR



2 

 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 16); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
248/PMK.07/2010; 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan 
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERIPEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYATTENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 

15/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM YANG 

MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN 
DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS 
PEMBANTUAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian 
Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan 
Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

(1) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

(2) Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

(3) Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 
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(4) Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretariat 
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Direktorat Jenderal di 

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

(5) Kewenangan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat adalah kegiatan yang meliputi Bidang Pekerjaan Umum, Bidang 
Penataan Ruang, dan Bidang Perumahan Rakyat. 

(6) Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Dekon adalah pelimpahan 
wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 

(7) Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut TP adalah penugasan dari 

Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, untuk melaksanakan tugas 
tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

(8) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup 
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi 

vertikal pusat di daerah. 

(9) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan 
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 

(10) Dinas adalah organisasi pemerintahan di daerah yang membidangi 
Pekerjaan Umum, Bidang Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. 

(11) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan 
Barang/Jasa di Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri 
sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

(12) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di bidang 
tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. 

(13) Rencana dan Program Investasi Jangka Menengah yang selanjutnya 
disebut RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur 

tahunan dalam periode tiga hingga lima tahun, yang dilaksanakan 
secara terpadu oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh 
masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang, untuk 

menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 3 

 
(1) Kewenangan Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui 

Dekon kepada pemerintah provinsi meliputi Kegiatan pengaturan, 
pembinaan dan pengawasan pada Subbidang Sumber Daya Air, Bina 
Marga, Perkotaan Perdesaan, Air Minum, Air Limbah, Persampahan, 

Drainase, Perumahan, Permukiman, Bangunan Gedung dan 
Lingkungan, Jasa Konstruksi, sertaPenataan Ruang. 

(2) Pelaksanaan Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan 
yang bersifat non fisik. 
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3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 6 

 
(1) Pelaksanaan kegiatan Dekon dilakukan setelah adanya pelimpahan 

urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari 
Menteri kepada Gubernur. 

(2) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (2) mencakup sebagian kegiatan-kegiatan koordinasi, perencanaan, 

pemrogaman, pembinaan, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait 
dengan pelaksanaan non fisik. 

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dekon menghasilkan penerimaan 
negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak maka 
penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN, dan apabila 

terdapat saldo kas harus disetor ke rekening kas negara. 

(4) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD terkait di 
tingkat provinsi. 

 

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 8 

 
(1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dapat 

dilaksanakan melalui TP kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota 

meliputi kegiatan Sumber Daya Air, Bina Marga, Perkotaan Perdesaan, 
Air Minum, Air Limbah, Persampahan, Drainase, Perumahan, 
Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Jasa Konstruksi, dan 

kegiatanPenataan Ruang. 

(2) Pelaksanaan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan 
yang bersifat fisik. 

 

5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24disisipkan 2 (dua) ayat,yakni ayat 

(3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 24 

 
(1) Pejabat inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan disampaikan oleh 

Gubernur kepada Menteri c.q. Pejabat Eselon I terkait untuk mendapat 

persetujuan Menteri. 

(2) Pejabat inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan ditetapkan oleh 

Gubernur. 

(3) Pejabat inti SKPD Dekon/Pejabat Perbendaharaan terdiri atas : 

a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan 

Kerja, 

b. Pejabat Pembuat Komitmen, 

c. Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, 

d. Bendahara Pengeluaran 
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(3a) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
khusus untuk Dekon Sub Bidang Perumahan adalah Kepala SKPD 

Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3b) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) untuk 

dan atas nama Gubernur menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat 
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM, dan 

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, 
huruf c, dan huruf d. 

(4) Pejabat inti pada SKPD Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
B tentang Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat Inti 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Dekon/TP) yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. 

(5) Kepala SKPD Dekon menetapkan Petugas Unit Akuntansi SKPD Dekon 
dan pembantu pejabat inti lainnya. 
 

6. Ketentuan Lampiran A dalam Pasal 7 ayat (4), Lampiran B dalam Pasal 24 
ayat (4), Lampiran B dalam Pasal 25 ayat (3), Lampiran C.1 dalam Pasal 

18 ayat (2) diubah, sehingga Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran 
C.1berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, Lampiran B, dan 
Lampiran C.1 Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan diJakarta 

pada tanggal 26 Juni 2015 

MENTERIPEKERJAAN UMUMDAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

M. BASUKI HADIMULJONO 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Juni 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015NOMOR 977 
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